
GUBERNUn LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUJ :ERNUR LAMPUNG 
NOMOR: G/ ~~ /VI.Ol/HK/2017 

TEl'iTANG 

PEMBE:nUKAN	 FORUM DATA CfEOSPASIAL PROVINSI LAMPUNG 

GUBERNUH. LAMPUNG, 

Mcnirnbang : a.	 bahwa dalam rangka ketersediaan, sinergitas dan sinkronisasi 
data Geospasial untuk mendukung pembangunan simpul 
j.uingan dan kebijaka i satu peta (one map poli.::y) di Provinsi 
Larnpung, diperlukan adanya data Geospasial yang berkualitas 
,.lell] Jilt':li .iipertangguug jawabkan; 

b.	 bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, telah ditet;lpkm' 
Ke-putuaan Gubernur l.ampung Noma, (;/571 ;:1.(J)/I-lt,:/,'(' I, 
tentang Pernbentukan "Drum Da ta Gcospasiul Prov.nsi Lr.rr i)l,: i 

...	 nahwu dcngar: Lelah i litctapkannva Peraruruu Daer.ih Pr()V;nSl 

Lampurig NOI'IOI" 8 'j ahun 2016 ten tang Pcmbentukan dan 
SUSllnan Pcrangkat D ierah Provinsi Lampung, perlu rne-ninjau 
!, '.ll!)'I!i i~'_'jJ~ltl!:-:-',Jn C1l.LJtTnUr Lampum, .l iu.uk aud , dikan::ll,-lL,·;; 

~;ddnY:1 perubahan nornenklatur PCl"dl1r'::\t Daerah, '(:til 

mcmbcntuk kernbali F.irum Data Geospu-nal Provins: Lamr.u.«: 
dengan Keputusan Gui ernur Lainpung: 

!'vIengingat l . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tcntang Pend,I;,,: 
Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 '1:1 i J::" 

196'! ten Lang Pcml.en tukan Dacra h l'illgk<i I 1 LitllljJliJlg ekl1f~,d i i 

'\It'n,''t\!Jiil, Undung-Undang NUl11ur 25 'Lrhun 19.')9 tcuu.n, 
"111)( II;',,!,- III 1):II'i;-lll T!n~~k:ll I ~11!ILI!'· :....:;I'I~lt;llj ~11\"i'I,1 Ii 

!j(1.II,,' iJd,uq_", 

J.	 Unclang-t lndnllg Non-)f .25 Ta h un ~U()~j tel1t<-lng s:: 

I'c rcncanuun Pembang nan Nasionnl; 

3,	 Undang-Undang Nome r 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Kcuaugan an tara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah; 

·1.	 Undang-Undang Nomcr 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnlorrnasi Publik; 

S. Unc1ang- Undang Nom Jr 4 Tahun 2008 tcntang Info! WI'",; 

Geospasial; 

b,	 Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahau 
Daerah sebagaimana trlah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomoi 9 Tahun 2015; 
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7, Peraturan Pemerint.h Nomor 
PengeloIaan Keuangar Daerah; 

58 Tahun 2005 tentang 

8, Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Pelaksanaan UndangUndang Nomor 
Informasi Geospasial; 

Tahun 2014 
4 Tahun 2011 

tentang 
tentang 

9, Peraturan Presiden j\ omor 27 
Informasi Geospasialliasional; 

Tahun 2014 tentang Jaringan 

10, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Pclaksnnaan One Map Policy; 

11. Peraturan Daerah Pi ovinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Lampung; 

MEMU' 'USKAN: 

Ml'Ilr"'f;lpk:ll1 KEPUTUSAN GUBERr DR TENTANG PEMBENTUKAN 
8ATA GEOSPASIAL Pi :OVINSI LAMPUNG, 

FORUM 

Membentuk Forum Data Geospasial Provinsi 
susunan personalia scbagaimana tc.rcanturn 
Keputusan ini, 

Lampung deng'lll 
daiam Lamp-ran 

K8DUA Forum Data Geosp usia! 
duuaksud pada Dikt .irn 
berikut: 

Provinsi Lam pung 
Kesatu mcmpuuyar 

se bagairnun« 
tugas sebag,ll 

b. 

c. 

d. 

mel.r.cukan koorrhn lsi dan kerjasama hnrus instansi daiam 
rangka ketersediaar Data GeospasiaI; 

melakukan verifik lsi, updating dan sinkronisasi Data 
GeospasiaI; 

menjamin kesinarn bungan ketersediaan data dar! setiap 
sektor; dan 

menjaga akurasi dat a yang dihasilkan oich setiap sektor untuk 
mendukung peningl .atan kuali tas perencanaan pembangunan 
daerah. 

I\ETIGI\ Daiam meiaksanakan .ugasnya Forum Data Geospasial Provinsi 
Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu 
melaporkan hasil pelal.sanaan tugasnya dan bertanggung jawab 
kepada Gubernur Larnpung. 

KEEMPAl' Biaya yang dike1uark m akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Ani garan Pendapatan dan Be1anja Daerah 
Provinsi Lampung dan sumber-sumber dana lain yang sah dan 
tidak mcngikat. 

hELIMA : Hal-hal yang belum die lur dalam Keputusan ini rnengenai teknis 
pelaksanaannya dian r lebih lanjut oieh Kepala Badan 
Pc-re ncuriann Pcmbangi nan Ducrah Provin si Lurupung. 

KEENAM : Dengan ditetapkannya vcpurusan ini, maka Keputusan Gubernu. 
Larnpung Nomor : G/~71/II.02/HK/2016 tentang Pembentukan 
Forum Data Geospasial Provinsi Lampung, dicabut dan 
dinyatakan udak hcrlak u. 
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KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal '1. - Co - 2017 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Kepala Badan Informasi Geospasial di Bogor; 
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
6. Masing-masing yang bersangkutan. 
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LAMPlRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GfQf;fp jVI.OljHKj2017 
TANGGAL: 12 - Cc - 2017 

SUSUNAN PERSONALIA FORUM DATA GEOSPASIAL PROVINSI LAMPUNG 

I.	 Penanggung Jawab Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung. 

II.	 Ketua Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Data 
Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Larnpung. 

III.	 Sekretaris Kepala Seksi Pengelolaan Data Spasial Unit Pe1aksana 
Teknis Badan Pengelolaan Data Perencanaan Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. 

IV. Anggota	 1. Kepala Sub Bagian Umum UPTB Pengelolaan Data 
Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Lampung. 

2.	 Kepala Seksi Pengelolaan Data A-Spasial UPTB 
Pengelolaan Data Perencanaan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Larnpung. 

3.	 Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Provinsi Larnpung. 

4.	 Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 

5. Unsur Dinas Kesehatan	 Provinsi Larnpung. 

6.	 Unsur Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 
Provinsi Larnpung. 

7.	 Unsur Dinas Tanarnan Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Larnpung. 

8.	 Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 

9.	 Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Provinsi Larnpung. 

10. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Larnpung. 

11. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Lampung. 

12. Unsur Dinas Perkebunan dan Petemakan Provinsi 
Lampung. 

13.	 Unsur Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. 

14. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Lampung. 

15. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Larnpung. 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. "DHO FICARDO 


